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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S. As- Saff 10-11).
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana  Desa  :  Studi  Kasus  Putusan  Nomor 59/Pid.Sus‑TPK/2019
/PN Mdn”.

Dalam pelaksanaan penyusunan proposal ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang tulus kepada:
1. Bapak Dr. Firmansyah, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.
2. Ibu Dr.Halimatul Mariyani, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah Medan.
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